
 

 

 

 
 

BUPATI TABALONG 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  TABALONG 

NOMOR   15   TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 
09 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

DAERAH  KABUPATEN TABALONG TAHUN 2005 – 2025  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TABALONG, 

 
Menimbang  : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyebutkan “Bupati melakukan 
pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan 

daerah”; 

  b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025, maka 
perlu melakukan penyesuaian atas Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Tabalong Tahun 2005-2025;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  

Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 2756); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor  4578); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4698);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan 

Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
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Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2016  Nomor 7); 

 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
03 

 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Tahun 2014  Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06); 
 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 02); 

  
Dengan Persetujuan Bersama 

 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG 

 

dan 
 

BUPATI TABALONG 

 
MEMUTUSKAN : 

    
 Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 09 

TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
PANJANG DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2005 – 

2025. 
 

Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Tahun 2009  Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabalong Nomor 03), diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 
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2.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3.  Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 

Tabalong. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 

5.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang 
selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 

6.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 

disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 
2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III 

Tahun 2015-2019 dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 

disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Daerah I Tahun 
2005-2009, RPJM Daerah II Tahun 2009-2014, RPJM Daerah II Tahun 

2014-2019 dan RPJM Daerah IV Tahun 2019-2024 yang merupakan 
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan 
berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. 

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan 

kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang 
wilayah. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 
 

(1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai 
dengan RPJP Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai    

berikut : 
a. BAB I   : Pendahuluan. 
b. BAB II  : Gambaran Umum Kondisi Daerah. 

c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis. 
d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah. 

e.  BAB V  : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah. 
f. BAB VI : Penutup. 
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(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 
 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok 
pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun 
yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW. 

 
(2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program 

Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat 
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW dan RPJM 

Nasional. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabalong. 
 

Ditetapkan di Tanjung 
pada tanggal  31 Desember 2018 

     
BUPATI TABALONG, 

TTD 

 

ANANG SYAKHFIANI 

 
Diundangkan di Tanjung 
pada tanggal  31 Desember 2018       

 
SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN TABALONG, 
 

TTD 
 

ABDUL MUTHALIB SANGADJI 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN  2018  NOMOR  15 
 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN : (150/2018) 
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